
 

 
 

 
 

WALIKOTA CIREBON 
PROVINSI JAWA BARAT  

 
PERATURAN WALIKOTA CIREBON 

  
NOMOR   12   TAHUN  2014 

 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 38 TAHUN 2012 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DAN PEMANFAATAN 
DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI 

KOTA CIREBON 

 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

WALIKOTA CIREBON, 
 
 

Menimbang  
 

 
 

 

: a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 32 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan 

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 
Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan 

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, 
Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan dan Pemanfaatan 
Dana Kapitasi Program Jaminan Pelayanan Kesehatan 

Dasar di Kota Cirebon sudah tidak sesuai lagi; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu mencabut Peraturan 

Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pembiayaan dan Pemanfaatan Dana 

Kapitasi Program Jaminan Pelayanan Kesehatan 
Dasar di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota 

Cirebon; 
 

Mengingat 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang   

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 
 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049);  

 
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

 
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang 

Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3781); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
 

17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 
Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19); 
 

18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah 
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota CirebonTahun 

2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 

13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 37); 

 

19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 4 Seri E); 

 

20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2012 Nomor 5 Seri C) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2014 Nomor 3 Seri C); 
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21. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 43 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan 

Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 
Nomor 43); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 
 

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
WALIKOTA CIREBON NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DAN PEMANFAATAN 
DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN 

DASAR DI KOTA CIREBON. 

 

Pasal 1 
 

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pembiayaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Pelayanan 
Kesehatan Dasar di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 

38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
 

Pasal 2 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Cirebon. 
 

Ditetapkan di Cirebon 

pada tanggal  2 Mei 2014   
 

WALIKOTA CIREBON, 

 
ttd, 

 

ANO SUTRISNO 
 

Diundangkan di Cirebon 
pada tanggal  5 Mei 20l4 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 
 

                             ttd, 
 

ASEP DEDI 

 
 

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 12 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
ttd, 

 

YUYUN SRIWAHYUNI P 
Pembina Tingkat I (IV/b) 

NIP. 19591029 198603 2 007 


